
BUPATI  LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan
Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Surat Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 900/05/BPKD/I/2020, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peruabahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 6332);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13.Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor
138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati
Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Luwu.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu.

7. Lurah adalah Lurah Kabupaten Luwu.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kabupaten Luwu.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengelola Barang adalah Pejabat yang Berwewenang dan
Bertanggung Jawab melakukan Koordinasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang
mempunyai Fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD sebagai Pejabat
Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

12. Peraturan Kepala Daerah adalah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati.

13. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang Sah.

14. Kuasa Pengguna Barang Milik daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja
(UPTD) yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Pejabat penatausahaan pengguna barang adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada
pengguna barang.

16. Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas penerima, menyimpan dan menatausahakan barang
milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.

17. Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, menatausahankan barang milik
daerah pada pengguna barang.

18. Pembantu pengurus barang pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam menyiapkan atministrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
pengelola barang.

19. Pembantu pengurus barang pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan Administrasi
maupun Teknis penatausahaan barang milik daerah pada
pengguna barang.

20. Pengurus barang pembantu adalah yang diserahi tugas dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa
pengguna barang.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka
menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing
Pengelola Barang Milik Daerah.

Bagian kedua
Tujuan

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4
(1) Bupati adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik derah

sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang dan
tanggung jawab :
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau

pemindahtanganan barang milik daerah;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan

barang milik daerah.
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik daerah;
e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah

yang memerlukan persetujuan DPRD;
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan barang sesuai batas kewenangan;
g. menyetujui usul memanfaatan barang milik daerah selain

Tanah dan/atau bangunan; dan
h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk kerja sama penyediaaan Infrastruktur.

Pasal 5
(1) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.
(2) Pengelola barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang

dan bertanggungjawab :
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik

daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik daerah yang memerlukan persetujuan bupati;
d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah yang telah disetujui oleh bupati atau DPRD;
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f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.

Pasal 6
(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah

Pejabat penatausahaan barang.
(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat

(1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuaan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada pengelola barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
pengelola barang;

c. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh Bupati dan DPRD;

f. membantu pengelola barang dalam melaksanakan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna
barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelanggaran dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola
barang, serta barang milik daerah yang berada pada
pengelola barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu pengelola barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 7
(1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.
(2) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1)

mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang

milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya, kepada
pengelola barang;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang Sah kepada Bupati;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD yang dipimpinya;
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e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemidahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bagunan yang
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati;

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporang barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 8
(1) Lurah dan Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang Milik

Daerah.
(2) Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1)

mempunyai wewenang dan bertanggungjawab :
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang

milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada
pengelola melalui pengguna barang;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah kepada pengelola melalui pengguna
barang;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

e. Melakukan pencatatan dan iventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain,
kepada Bupati melalui Pengguna Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati melalui pengguna barang;

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaan unit kerja yang dipimpinnya; dan

j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaan unit
kerjanya kepada pengelola melalui pengguna barang.
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Pasal 9
(1) Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat

Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan dan
Sekretaris SKPD selaku pejabat penatausahaan pengguna
barang.

(2) Pejabat penatausahaan pengguna barang sebagaimana
dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang dan
bertanggungjawab :
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang

milik daerah pada pengguna barang;
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau
pengurus barang pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus
barang pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah
dari gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
setiap semester dan tahunan;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik
daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan oleh pengurus barang pengguna dan/atau
pengurus barang pembantu.

Pasal 10
(1) Kepala Bidang Aset BPKD selaku pengurus barang pengelola.
(2) Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1)

mempunyai wewenang dan bertanggungjawab :
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang
milik daerah kepada pejabat penatausahaan barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dan penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupati;
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d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan dari pengguna barang,
sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
g. menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna;
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan

barang milik daerah; dan
i. merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna

semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola
sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.

Pasal 11
Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 9
dibantu oleh Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik
Daerah, Kasubid Penatausahaan dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, Kasubid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah serta Pejabat Pengurus dan
Penyimpan Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 12
(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul

Pengguna Barang.
(2) Pengurus Barang pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1),

berwenang dan bertanggungjawab :
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status

Pengguna Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada
pada pengguna barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

nota permintaan barang;
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j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah;
dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna
Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.

(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna
Barang.

Pasal 13
(1) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati atas usul

Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan iventarisasi barang milik
daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;
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h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

nota permintaan barang;
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah

Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna
Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah
berdasarkan pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daearh dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik
daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna.

Pasal 14
Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15
(1) Pejabat yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah

dapat diberikan tunjangan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang
Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dalam
melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan yang
besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
memperhatikan beban kerja yang bersangkutan serta
kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG
Diundangkan di Belopa
pada tanggal 27 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 11


